ARGENTINA: ANTARA PEMERINTAHAN MILITER, 

KRISIS EKONOMI DAN DEMOKRASI by HIKMATUL, AKBAR
Hikmatul Akbar 
 1
ARGENTINA: ANTARA PEMERINTAHAN MILITER,  
KRISIS EKONOMI DAN DEMOKRASI 




Argentina is one of the big countries in Latin America. Along with Brazil they’re not just a major 
power on football but also in the economic sector. In the other hand, it’s also with Brazil that 
Argentina suffered some Military Dictatorial Government. Starting mid of 80’s, Argentina got 
back to democracy era. Nevertheless, it’s not just democracy that brings prosperity; it’s also 
democracy, which brings economic crisis to Argentina at the end of the century. Crisis also came 
to political sector, that it took five presidents up and down to settle all the problems in Argentina. 
Just like military regimes for couple decades before, economic crisis also come to the democratic 
regimes.  
 
Kata Kunci: Argentina, Ekonomi, Militer, Demokrasi.   
 
Pendahuluan 
 Argentina adalah sebuah negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. 
Sejak masa kedatangan Spanyol ke Amerika Latin pada abad ke 16 dan 17 Argentina dikenal 
sebagai wilayah yang kaya. Nama Argentina sendiri berasal dari kata Argentum  yang berarti 
Perak, suatu anggapan bashwa daerah itu banyak mengandung perak. Kenyataannya meskipun 
bukan berasal dari perak, ekonomi Argentina tumbuh subur karena dataran yang luas dan subur 
di wilayah itu.  Rio de la Plata adalah nama untuk sebuah dataran yang luas, yang sangat subur 
dan juga terdapat sungai indah mengalir di tengah-tangahnya. Kawasan inilah yang kemudian 
menjadi pusat perkembangan Argentina. Argentina sendiri meyatakan kemerdekaannya pada 
tahun 1816. Jose de San Martin adalah pahlawan Argentina yang juga terkenal di seluruh 
Amerika Latin karena memenangkan banyak peperangan menghadapi tentara Spanyol. Jatuhnya 
Lima sebagai kota besar pemerintah Spanyol yang terakhir di Amerika Latin adalah juga berkat 
jasa dari Jose de San Martin.   
 Sejarah pemerintah Argentina sendiri dipenuhi dengan catatan berbagai pemerintahan 
militer, baik ketika baru merdeka dari Spanyol maupun ketika memasuki abad ke 20. Bahkan 
dalam paruh terakhir abad 20 tidak kurang dari 10 rezim militer berkuasa di Argentina. 
Pemerintahan militer yang terkadang diselingi oleh rezim sipil ini dalam beberapa kesempatan 
juga mampu membawa kondisi ekonomi dan sosial Argentina ke arah yang lebih baik. Meskipun 
kegagalan dalam bidang ekonomi juga yang biasanya akan mengakhiri rezim tersebut.  
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Jumlah penduduk Argentina yang lebih dari 39 juta jiwa (tahun 2004)   tentunya sangat 
berperan bila berbicara tentang demokrasi. Penduduk yang mayoritas kulit putih ini (85%) 
sebagian besar tinggal di kota-kota besar. Buenos Aires sebagai kota terbesar (yang juga 
merupakan ibu kota Argentina) adalah faktor penting dalam maju mundurnya negara ini. Peran 
penduduk, sumbangan perekonomian dan juga berbagai posisi dalam sejarah politik Argentina 
muncul dari Buenos Aires. Tidak heran, perubahan di Buenos Aires akan berarti perubahan di 
seluruh Argentina.  
Sebagian besar penduduk Argentina adalah keturunan Spanyol dan Italia. Mereka 
umumnya berimigrasi pada masa antara tahun 1850-an hingga tahun 1930-an. Jika dibandingkan 
dengan negara-negara di Amerika Latin yang lain, maka dapat dikatakan bahwa Argentina 
merupakan negara kulit putih. Jumlah Mestizo (etnis campuran antara kulit putih dan penduduk 
asli) di Argentina sedikit. Penduduk aslinya sendiri kebanyakan sudah punah. Suku-suku yang 
bertempat di sekitar Buenos Aires terpinggirkan dan kemudian hilang atau terbunuh dalam 
peperangan. Ini terjadi pada masa penguasaan Spanyol hingga akhir abad ke 19. Penduduk asli 
yang masih tersisa adalah suku Indian Guarani yang tinggal di kawasan selatan Argentina, dan 
suku Indian Diaguita tinggal di Barat Laut, di kawasan pegunungan Andes.  
Kait mengkait antara potensi-perkembangan ekonomi, sejarah politik-pemerintahan dan 
peranan penduduk inilah yang kemudian membentuk apa yang kita lihat sebagai Argentina 
abad 21. Krisis ekonomi tahun 1999 dianggap sebagai akibat dari kekuasaan Presiden (Carlos 
Menem) yang terlalu besar seperti halnya pada masa pemerintah militer. Proses demokrasi dan 
tuntutan rakyat dengan cara turun ke jalan justru menimbulkan ketidak stabilan politik. Naiknya 
Nestor Kirchner tahun 2003 sendiri justru didahului oleh mundurnya kandidat presiden yang 
memenangi pemilu putaran pertama, yang tidak lain adalah Carlos Menem. Namun proses ini 
(yang dianggap lebih lancar) sering dikatakan sebagai awal stabilitas politik dan ekonomi di 
Argentina. Tulisan ini sendiri bertujuan mendeskripsikan kembali kait mengkait dan juga hal-hal 
yang terdapat dalam fenomena ekonomi, pemerintahan dan potensi masyarakat , agar kemudian 
dapat memahami kondisi sosial politik Argentina secara lebih mendalam.  
 
Militer, Sipil, Ekonomi dan Krisis. 
 Pemerintahan militer bukanlah hal yang baru di Argentina seperti halnya negara-negara 
lain di kawasan Amerika Latin. Golongan militer adalah salah satu pilar utama dalam 
masyarakat di Amerika Latin. Mereka mempunyai hak istimewa, tanggung jawab dan posisi 
hukum yang bisa dilacak hingga masa kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa militer harus dan 
akan selalu memainkan peranan penting dalam konteks sosial dan politik. Tiap-tiap negara 
mungkin akan mengalami peranan militer yang berbeda, sesuai dengan kaitan antara tradisi 
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sejarah itu dengan masalah-masalah yang dihadapi. Untuk rezim demokratis yang baru berdiri 
di negara Amerika Latin, cara berhubungan dengan golongan militer adalah masalah yang 
penting.  Termasuk cara untuk meletakkannya dibawah sipil tanpa harus memancing adanya 
kudeta. (Wiarda, 1990:41) Sebagian dilakukan dengan cara memberikan hak untuk intervensi 
militer, atau hak untuk membatalkan keputusan sipil. Pada beberapa negara lain  hal ini harus 
dipahami sebagai bagian dari hubungan sipil-militer di masing-masing negara.  
 Argentina mungkin berhasil menarik militer kembali ke barak pada tahun 1983. Namun 
peran militer tentunya tidak berhenti sampai di situ saja. Banyak cara untuk memaksakan 
kepentingan dan mencapai tujuan dalam politik. Itulah sebabnya mengapa seharusnya 
penarikan militer kembali ke barak dilakukan dengan cara yang terbaik. Hilangnya jabatan 
politik tidak selalu berarti militer kehilangan kekuatannya. Belajar dari pengalaman di berbagai 
negara, (termasuk negara-negara di Amerika Latin) Rod Hague mengemukakan syarat-syarat 
berhasilnya penarikan militer dari pemerintahan. Syarat-syarat itu adalah: (Hague, 1998: 243) 
1. Penarikan harus dilakukan secara teratur. Semua bagian dari militer harus setuju, atau 
kemudian dibentuk suatu faksi militer dalam politik.  
2. Ada pengaturan untuk melindungi keselamatan para Jendral yang akan mundur. Semua 
petinggi yang khawatir akan diadili tentu tidak mau lepas dari kekuasaan. 
3. Pada Jendral harus dapat merasakan bahwa kepentingan lembaga militer tidak akan 
terancam dengan kembali berkuasanya golongan sipil. 
4. Ada otoritas sipil yang sudah terorganisasikan secara baik, seperti misalnya partai politik, 
yang siap menerima dan menjalankan kekuasaan.  
Dalam kasus Argentina pada awalnya hampir semua syarat-syarat itu terpenuhi, tetapi 
kemudian terjadi perkembangan dimana satu persatu petinggi militer dibawa ke pengadilan. 
Ketika Carlos Menem berkuasa menggantikan Raul Alfonsin, perbaikan hubungan antara sipil 
dan militer terus dilakukan. Menem meteruskan langkah-langkah transisi kekuasaan. Langkah-
langkah Menem nampaknya sesuai dengan pemikiran transisi kekuasaan. Transisi dari militer ke 
sipil juga harus dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: (Hague, 1998: 
244) 
1. Persatuan para elit politik sangat penting dalam melindungi keterbukaan terhadap 
perkembangan militer. 
2. Supremasi sipil terhadap militer harus dilakukan secara perlahan-lahan. 
3. Konsolidasi rezim yang baru tetap membutuhkan militer untuk memberikan dukungan yang 
positif pada tatanan yang akan dibangun. Hal ini bisa dicapai dengan baik bila militer 
diberikan sumber-sumber dan otonom penuh untuk mencapai tujuannya (yang betul-betul 
bersifat militer) secara efektif.  
Hikmatul Akbar 
 4
Hanya saja langkah-langkah Menem terlihat juga memperkuat posisinya sendiri. 
Perpanjangan masa jabatan dengan mengamandemen konstitusi memperlihatkan besarnya 
kekuasaan Menem. Bila hal ini terjadi pada masa-masa sebelumnya, tentu akan kembali muncul 
kudeta militer. Tetapi dengan dukungan yang juga didapat dari golongan militer, Menem 
berhasil memperkuat kekuasaannya yang kemudian cenderung bersifat otoriter dan penuh 
dengan korupsi.   
Bila hanya melihat dari sisi dukungan politik, dapat dikatakan bahwa lemahnya 
pemerintahan sesudah Menem, yang menyebabkan munculnya Lima Presiden dalam masa tiga 
tahun, adalah karena tidak adanya dukungan militer yang biasanya muncul dengan konsep 
otoriter sebagai penyelamat. Tetapi dukungan lain yang juga harus kita lihat dalam krisis di 
Argentina tentunya adalah dari sisi ekonomi.  
Dalam kelompok ekonomi, seperti halnya negara-negara lain di Amerika Latin, terdapat 
golongan elit industri dan perdagangan. Golongan ini sangat terorganisasikan, dan biasanya 
terhimpun dalam kamar dagang, asosiasi industri dan semacamnya. Mereka bermarkas di kota-
kota strategis dan juga sangat senang dengan status quo yang menguntungkan mereka. Dan 
mereka bisa dipandang sebagai kekuatan utama yang mengarahkan perkembangan ekonomi. 
Dengan alasan itu, dan juga karena mereka biasanya terwakili dalam lingkaran elit politik, tidak 
peduli pemerintah macam apa yang sedang berkuasa, mereka juga tetap mempunyai kekuasaan 
yang besar (Wiarda, 1990:65).  
Selama dua abad terakhir kepercayaan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah 
satu keharusan disamping kebebasan dan persamaan, sebagai faktor menuju kemakmuran, terus 
bertahan. Namun belakangan ini orang-orang mulai ragu. Pikiran-pikiran yang realistis dan 
optimis terhadap peningkatan yang berjalan telah digoyahkan (Apter, 1988:454). Kenyataan 
memperlihatkan bagaimana keyakinan suatu kelompok masyarakat berubah dari sesuatu yang 
bersifat gaib menuju ilmiah, dari sakral menjadi sekuler, dari pertanian menjadi industri, dari 
pedesaan menjadi  perkotaan, dari komunitas paguyuban menjadi perorangan yang atomistis 
dan birokratis. Hal-hal lama tidak lagi dianggap baik atau dianggap sebagai kebenaran yang 
harus dipertahankan. Inilah yang dianut oleh aliran developmentalisme. Pada sisi yang lain 
developmentalisme membawa dampak perpecahan yang serius, dan baru belakangan inilah 
dampak seperti itu diperhatikan secara  mendalam.   
  Developmentalisme juga menjadi dasar bagi banyak pemerintah otoriter di abad 20. 
Sementara beberapa pemerintahan otoriter berhasil memajukan perekonomian pada abad 20, 
pada abad 21 demokrasi liberal mungkin akan menyediakan jalan yang lebih sukses. (Hague, 
1998:36) Globalisasi telah memberikan negara-negara berkembang akses kepada sumber baru 
untuk modal pembangunan yang lebih besar, yaitu melalui Perusahaan Multi Nasional, Bank 
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Asing dan lembaga keuangan internasional seperti World Bank. Surplus ekonomi dalam negeri 
yang selama ini selalu dibutuhkan negara berkembang untuk modal pembangunan kemudian 
bisa dikesampingkan. Masyarakat yang juga memang lemah secara ekonomi, tidak lagi dibebani 
oleh hal-hal semacam itu. Tetapi secara khusus, pemberi modal asing biasanya tidak percaya 
pada kontrol birokrasi yang sangat panjang yang biasa terdapat di negara berkembang. Hal 
inilah yang kemudian bisa mengakibatkan krisis ekonomi seperti yang terjadi di Asia tahun 1997. 
Tetapi pada dunia yang saling tergantung, menjadi sangat sulit bagi pemerintah otoriter untuk 
menggunakan model ‘pembangunan terarah’ yang tentu akan mengganggu sistem masyarakat 
internasional. Dengan menggunakan demokrasi liberal (dalam tingkat yang bisa diterima) suatu 
negara akan lebih mudah masuk ke dalam sistem perdagangan internasional dan sekarang hal 
inilah yang menjadi syarat utama untuk pertumbuhan ekonomi.  
 Pertumbuhan ekonomi sendiri tidak selamanya berjalan dengan lancar. Selalu ada 
masalah yang muncul dalam setiap kebijakan. Dan pada saat-saat dan kondisi tertentu, masalah 
yang cukup besar akan menciptakan krisis. Menurut pendekatan struktural ada beberapa 
argumen mengenai krisis. Masing-masing adalah (Apter, 1988:414) : Pertama, kontradiksi-
kontradiksi sistematis pada tingkat masyarakat menghasilkan krisis. Kedua, krisis-krisis 
masyarakat yang menentukan adalah institusionalisasi, internalisasi dan sosialisasi. Ketiga, 
pemerintah berusaha memecahkan krisis ini melalui pembuatan kebijakan, dengan 
menggunakan kekerasan atau kekuatan, atau menengahi melalui sarana politik yang bersifat 
menyesuaikan dan melembagakan krisis. Dan Keempat, jika pemerintah gagal dan kontradiksi 
pada tingkat sistem berlanjut, maka sistem itu akan ditransformasi dari satu bentuk ke bentuk 
yang lain.  
 Berhadapan dengan krisis ekonomi adalah masalah yang sangat populer di Amerika 
Latin termasuk di Argentina. Masalah ini biasanya akan berhadapan langsung dengan 
kelompok-kelompok yang bersuara keras karena kepentingan mereka terganggu (Wiarda, 
1990:119). Hal ini lah yang menjadi sumber pertentangan dalam masyarakat, yang juga 
menyebabkan munculnya kekerasan dan penentangan yang sporadis. Mahasiswa selalu ingin 
revolusi, perlawanan gerilya tetap ada, kelas pekerja selalu mengadakan aksi, dan kaum petani 
yang kemudian menduduki tanah milik pengusaha. Pada masa sebelumnya, protes-protes 
semacam ini selalu bisa diatasi dengan sistem yang agak otoriter atau memenuhi sebagian 
tuntutan mereka, tetapi sekarang protes biasanya berkembang menjadi perseteruan antar kelas, 
dan dibeberapa wilayah berubah menjadi tidak terkontrol. Reaksi dari pemerintah juga 
kemudian menjadi lebih kejam dan brutal.  
 Pemerintah dan rakyat di berbagai negara selalu menginginkan bentuk demokrasi dalam 
pemerintahannya. Namun untuk menghadapi krisis demokrasi sebenarnya tidak menyelesaikan 
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masalah. Demokrasi hanya menyediakan jalan bagi masyarakat dan pemerintah untuk 
menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Masyarakat Argentina sangat mengerti 
hal itu, tetapi dengan mengerti saja tidak akan membuat masalah ekonomi mereka menjadi lebih 
mudah. Semua orang tahu inti permasalahannya apa: pelayanan publik yang terlalu mahal dan 
sangat tidak efisien, hutang yang justru mengalirkan dolar ke luar negeri, dan warga negara 
yang justru mencari dolar untuk dikirim ke luar negeri meskipun Argentina sangat 
membutuhkannya untuk investasi (Wiarda, 1990:163) 
 
Peran Militer dalam Politik: Masih bertahan? 
Potret politik Argentina adalah sisi yang tidak menyenangkan untuk dikenang oleh 
masyarakatnya. Sejak masa perang dunia kedua, stabilitas politik sangat jarang terjadi. Tiga belas 
orang Presiden harus turun karena terpaksa, dan tidak seorang presiden sipil pun yang 
menjalankan tugasnya hingga masa jabatan selesai. Bahkan sejak pertengahan tahun 1960-an, 
suasana politik sangat panas.  Kekerasan politik dan penindasan dapat dikatakan sangat sering 
terjadi. Bahkan pada tahun 1970-an, penindasan ini dikenal dengan nama ‘perang kotor’ dimana 
banyak sekali terjadi penangkapan, penculikan dan pembunuhan politik oleh pemerintah  
terhadap masyarakatnya sendiri. Diperkirakan sekitar 6.000 rakyat Argentina menjadi korban 
dalam perang kotor ini.  
Sejak masa perang dunia kedua pula hanya Juan Peron lah presiden sipil yang dapat 
berkuasa cukup lama, yaitu tahun 1946-1955.  Itupun karena dia berasal dari militer. Kembalinya 
Peron ke kursi presiden tahun 1973pun tidak lama. Isabel Peron yang menggantikannya pada 
tahun 1974-1976 pun akhirnya dikudeta oleh militer. Selain nama-nama itu, hingga tahun 1983, 
hanya tercatat nama Arturo Frondizi (1958-1962), Arturo Illia (1963-1966) dan Hector Campora 
(1973) yang berasal dari Sipil dan mewakili partai politik. Campora bahkan berkuasa tidak 
sampai setahun. Dua presiden sipil lainnya Jose Guido (1962-1963) dan Raul Lastiri (1973) 
mewakili golongan independen. Sementara 10 presiden lain sejak tahun 1955 berasal dari militer. 
(masing-msing adalah Eduardo Lonardi, Pedro Aramburu, Juan Ongania, Roberto Levingston, 
Alejandro Lanusse, Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri, Alfredo Saint-Jean dan 
Reynaldo Bignone). 
Hal lain yang juga perlu dicatat adalah bahwa berkuasanya sipil di Argentina (seperti 
yang juga terjadi pada saat ini) tidak berarti militer hilang posisinya. Pada masa kekuasaan 
Arturo Frondizi militer mempunyai hak veto dalam kekuasaan. Keputusan presiden bisa 
dibatalkan dengan veto dari militer. Pada masa pemerintahan Juan Peron yang pertama, militer 
berperan sebagai ‘pemerintah pendamping’ (cogovernment). Hanya pada pemerintahan Juan 
Peron yang kedua, pemerintahan Isabel Peron dan pemerintahan Arturo Illia, militer berperan 
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sebagai kelompok kepentingan yang hanya mempunyai tujuan khusus. Inilah peran paling 
lemah militer dalam politik di Argentina. Hal yang kemudian berjalan lagi setelah tahun 1983, 
masa pemerintah Raul Alfonsin, Carlos Menem, dan sebelum kemudian memasuki masa krisis 
ekonomi.   
Ketika Presiden Raul Alfonsin menerapkan kebijakan rekonsiliasi nasional yang 
membebaskan para terdakwa militer yang berperan dalam ‘perang kotor’, hal ini tidak lepas dari 
peran militer. Seorang perwira militer yang terkenal sebagai malaikat pirang yaitu kapten 
Alfredo Astiz adalah salah satu diantaranya. Kapten Angkatan Laut ini sendiri tidak pernah 
menyesali perbuatannya. Ia sangat bangga dengan keyakinan masa lalunya. Astiz mengaku 
sering merencanakan pengeboman, menculik aktivis kiri dan menghabisi lawan politiknya 
(Tempo, 15 Juli 2001). Setelah menjadi musuh internasional karena pelanggaran HAM dan juga 
dituduh menghabisi dua orang warga Perancis yang menjadi aktivis HAM di Argentina, 
pahlawan Argentina dalam perang Malvinas ini memilih menyerahkan diri ke pengadilan pada 
tahun 2001. 
Kebijakan Raul Alfonsin sayangnya tidak berjalan kepada petinggi militer. Dia 
menerapkan tanggung jawab sesuai jabatan, yang akhirnya menyeret perwira militer dari jabatan 
yang lebih tinggi ke pengadilan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan dukungan militer 
beralih kepada lawan politiknya yaitu Carlos Menem. Alfonsin pun memilih mundur enam 
bulan lebih cepat sebelum serah terima jabatan karena kehilangan dukungan publik.   
Presiden Carlos Menem pun sebenarnya mendapat dukungan dari kalangan militer. 
Pada pemilu tahun 1989 sekitar 80% anggota militer menjatuhkan pilihannya pada Partai Peronis 
yang mencalonkan Menem (Goodwin, 2000:58). Menem kemudian memang menjalankan politik 
yang kembali mendekati militer. Tahun 1990 Menem memberikan pengampunan pada anggota 
Junta militer yang didakwa melanggar Hak Asasi Manusia. Langkah ini sangat tepat dijalankan 
Menem karena militer tentunya tidak akan mundur dari politik bila tidak mendapatkan 
pengampunan itu. Perwira menengah yang biasanya berontak kemudian menghentikan 
permusuhannya pada golongan Peronis, dan secara pragmatis, kebijakan Menem ini sangat 
bermanfaat.  Belum lagi kebijakan Menem yang secara diam-diam membantu penjualan senjata 
ilegal ke luar negeri. Tahun 1991 Argentina mengirim 6.500 ton senjata ke Panama, yang ternyata 
diselewengkan ke Kroasia. Tahun 1995 5.000 senapan dan 75 ton amunisi yang di ekspor ke 
Venezuela ternyata diselewengkan ke Ekuador. Hal ini dilakukan dengan bantuan Menteri 
Pertahanannya Antonio Gonzales dan Panglima Militer Jenderal  Martin Balza. Tentunya hal ini 
akan meningkatkan dukungan militer kepada  Menem.  
 Peran militer dalam politik di Argentina biasanya diakibatkan karena adanya campur 
tangan sipil terhadap urusan militer. Hal ini terkadang membawa persoalan hingga terjadi 
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kudeta. Hal inilah yang kemudian dihindari oleh pemerintah setelah Menem. Urusan pengadilan 
HAM, dan lainnya yang terkait dengan militer benar-benar diserahkan kepada Mahkamah 
Agung, sementara pemerintah bisa berkonsentrasi dalam mengatur jalannya pemerintah dan 
peningkatan ekonomi. Hal lain yang juga bisa memunculkan kudeta militer adalah terganggunya 
status quo, dimana militer tidak mau kehilangan posisinya sebagai golongan elit dan penguasa di 
Argentina. Sebagian petinggi militer di Argentina hingga kini masih beranggapan bahwa mereka 
lebih tinggi statusnya dari kaum sipil. Oleh karena itu pula mereka tidak mau terlibat dalam 
urusan sipil. Hal ini agak berbeda dengan militer sayap kanan yang menganggap justru karena 
itulah militer harus mendikte pemerintahan sipil. 
 Hal lain yang juga selalu dianggap sebagai sebab masuknya militer ke dalam 
pemerintahan adalah ketidak puasan rakyat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Mereka 
melakukan kudeta karena adanya tuntutan dari rakyat. Sebagian besar hal ini terbukti benar. 
Dari berbagai kudeta yang dilakukan militer, hanya Juan Peron lah yang diturunkan ketika 
masih mendapat dukungan rakyat dalam jumlah yang besar. itupun diyakini bahwa dukungan 
rakyat kepadanya sedang mengalami penurunan. Jadi sebenarnya cukup mengherankan (dan 
juga membanggakan) mengapa kelompok militer tidak mengambil kekuasaan pada saat 
terjadinya krisis ekonomi dan politik di Argentina pada tahun 1999 hingga 2003. Nestor Kirchner 
sendiri, ketika naik ke kursi Presiden tahun 2003 kembali melakukan pembenahan militer. 
Termasuk tindakan yang menyangkut 27 orang jenderal pensiunan, 13 orang admiral dan 12 
orang brigadir jenderal (Kompas, 3 Juni 2003). Jumlah personil militer kembali akan dikurangi 
dan dirampingkan.  
 Logika peralihan militer-sipil yang ditawarkan pada bagian awal tulisan ini mungkin 
sekali sangat benar. Ketika syarat berupa penarikan militer dari politik dan pengaturan untuk 
melindungi keselematan para petinggi terpenuhi, maka ada ada syarat lain yang tidak terpenuhi 
sehingga menyebabkan dukungan militer berkurang, yang kemudian menyebabkan Argentina 
sulit keluar dari krisis. Syarat itu adalah kepentingan militer yang tidak terancam dan organisasi 
sipil yang siap menggantikan peran militer. Pemerintahan Fernando De La Rua yang 
berseberangan dengan Peronis, dianggap mengancam kepentingan militer dan De La Rua sendiri 
tidak siap untuk mengakomodasi hal itu. Akibatnya, seperti yang juga sudah disebutkan di 
depan, militer tidak memberikan dukungan positif pada tatanan yang akan dibangun. 
 
Krisis Ekonomi dan Pergantian Presiden  
Sebelum terjadi krisis, secara ekonomi Argentina adalah negara yang maju. Argentina 
pernah menjadi salah satu dari 10 negara termakmur di dunia. Argentina juga sebenarnya 
merupakan salah satu negara yang paling maju  di dunia, jika kemajuan diukur berdasarkan 
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keadaan sosial dan ekonomi. Meskipun dikenal sebagai penghasil gandum dan daging sapi, GDP 
Argentina tiga kali lebih banyak dihasilkan oleh produk manufaktur. Jumlah kelas menengah di 
Argentina sangat besar, dan sebagian besar kelas pekerja di perkotaan menjadi anggota serikat 
pekerja.  
Pada tahun 2002 terdapat sekitar 15,7 juta orang tenaga kerja. Dari jumlah itu 
diperkirakan 76 persen bekerja di sektor jasa, 23 persen bekerja di sektor industri, sementara 
dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan kurang dari 1 persen (Encarta, 2005). Sebagian 
besar tenaga kerja bergabung dalam serikat pekerja yang jumlahnya mencapai 1.100 kelompok. 
Namun kesemua disatukan lagi dalam serikat pekerja CGT (Confederacion General del Trabajo). 
CGt sempat dibekukan pemerintah pada tahun 1976, tetapi aktif kembali pada tahun 1982. Selain 
berperan dalam bidang ekonomi, CGT terutama berperan besar dalam proses pemberian suara 
dalam pemilu, dan juga aksi turun ke jalan untuk menentang pemerintah. Kenyataannya selain 
menjadi pihak utama yang menderita karena krisis ekonomi, para kaum pekerjalah yang turun 
ke jalan, sehingga menimbulkan beberapa kali pergantian pemerintahan pada tahun 2001.  
Kaum pekerja juga turut berperan dalam munculnya kembali pemerintahan demokratis 
di Argentina. Golongan elit industri dan perdagangan juga bermain dalam proses demokratisasi. 
Tetapi setelah militer mundur dari kekuasaan pada tahun 1983, baru pada masa pemerintah 
Carlos Menem lah ekonomi Argentina bangkit.  
Pemerintahan Menem dapat dikatakan menciptakan sebuah keajaiban ekonomi. 
Meskipun dilingkupi dengan administrasi yang tidak terlalu baik karena adanya korupsi dan 
pergantian menteri yang hingga 21 orang dalam 9 posisi menteri dalam satu setengah tahun awal 
kepemimpinannya, dia dengan cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal yang pertama 
dilakukannya adalah mencari penyebab inflasi yang kronis di Argentina, yang tidak lain adalah 
perusahaan milik negara. Perusahaan ini tidak lain hanya merupakan tempat berkumpulnya 
para kroni pejabat, dan tidak menghasilkan produksi barang dan jasa sesuai yang direncanakan. 
Barang-barang dan jasa (termasuk listrik dan telepon) menjadi mahal dan tidak efisien. Maka 
yang kemudian dilakukannya adalah menjual perusahaan-perusahaan tersebut. Sebenarnya 
sangat disayangkan, ide seperti itu justru bertentangan dengan aliran dari Peronis, kelompok 
yang dipimpinnya.  
Tetapi dengan kemampuannya bernegosiasi dan berhubungan dengan hampir semua 
golongan, dan juga didukung oleh tidak ketatnya dia dalam memegang suatu ideologi, maka 
banyak program Menem yang kemudian berhasil. Inflasi dan hutang luar negeri berhasil 
dikendalikan dan rasa percaya diri kembali hadir di Argentina. Pertumbuhan ekonomi pun 
mencapai rata-rata 6 persen setiap tahun.  
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Sayangnya, setelah berhasil mengamandemen konstitusi tahun 1995, sehingga ia bisa 
berkuasa lagi, perekonomian di bawah Menem menjadi bermasalah.  Korupsi kembali muncul,  
sementara pengangguran meningkat.  Ketika terjadi krisis ekonomi dunia menyapu Argentina 
pada tahun 1999, maka perekonomian Argentina ambruk. Hal ini bertepatan dengan habisnya 
masa jabatan Menem di kursi Kepresidenan.  
Agak sulit mengkaitkan antara kenaikan Presiden Fernando de La Rua pada tahun 1999 
dengan pembangunan ekonomi dan peran militer yang ada di dalamnya. Nampaknya proses 
demokrasi telah berjalan dengan baik. Kecuali bahwa pada masa itu calon Presiden dari kubu 
Peronis (yaitu Eduardo Duhalde) mengalami kekalahan, sementara parlemen di Argentina 
sendiri masih dikuasai oleh kubu Peronis.  
Logika krisis memang akan terbukti pada masa selanjutnya. Ketika developmentalisme 
tidak lagi menjadi yang utama, ketika peran masyarakat internasional melalui globalisasi 
semakin mengemuka, ketika muncul kontradiksi-kontradiksi sistematis, maka akan ada krisis  
yang tidak bisa dihindarkan seperti yang terjadi di Argentina. Demikian juga usaha pemerintah 
mengatasi krisis. Perlu pembuatan kebijakan, penggunaan kekuatan, dan sarana politik yang 
bersifat menyesuaikan. Dan pada akhirnya, perubahan sistem itu sendiri.  
Kembali pada kekuasaan di Argentina, kemenangan De La Rua juga sebelumnya 
didahului oleh percobaan Menem untuk kembali mengamandemen konstitusi sehingga bisa 
memperpanjang masa jabatannya. Rencana ini ditolak oleh parlemen, tetapi Menem sendiri tetap 
mempunyai massa pendukung yang cukup banyak terutama dari kalangan elit industri dan 
perdagangan. De La Rua yang berhadapan dengan parlemen kemudian terpaksa harus 
melanjutkan kebijakan Menem, yang ketika datang situasi krisis ekonomi, dampaknya sangat 
mencekik rakyat Argentina. Hutang luar negeri yang sangat besar, perusahaan negara yang 
sudah menjadi milik swasta, penyamaan nilai peso dengan dolar Amerika Serikat yang digenal 
dengan sistem pegging, kesemuanya membuat ekonomi semakin sulit. Ketika mengundurkan diri 
tanggal 20 Desember 2001, pemerintahan De La Rua mencatatkan angka pengangguran yang 
meningkat hingga 18,3 persen dengan 40 persen dari 36 juta penduduk berada atau dekat dengan 
garis kemiskinan (Kompas, 24 Desember 2001). De La Rua mundur ketika demonstrasi rakyat 
yang berlangsung berhari-hari akhirnya berubah menjadi kerusuhan yang menewaskan 28 
orang, lebih dari 200 orang cedera, dan ratusan toko dan swalayan dijarah massa.   
Setelah dijabat oleh Ketua Senat Ramon Puerta selama dua hari, Presiden Argentina 
diduduki oleh Adolfo Rodriguez Saa. Gayanya yang populis sangat berlawanan dengan De La 
Rua yang merupakan teknokrat yang serius. Rodriguez Saa terpilih melalui sidang kongres yang 
sangat panjang, yaitu selama 15 jam. Ketika dia dilantik tanggal 23 Desember 2001, Saa langsung 
menyatakan ketidak sanggupannya dalam membayar hutang luar negeri. Baginya lebih baik 
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uang tersebut digunakan untuk rakyat Argentina. Pembayaran hutang luar negeri (yang pada 
waktu itu sebesar 132 milyar dolar Amerika Serikat) bagi Saa bisa ditunda, sementara banyak 
kebutuhan lain yang tidak bisa ditunda bagi rakyat Argentina.  
 Naiknya Saa juga menunjukkan kembalinya Peronis ke tampuk kekuasaan. Kebijakan 
utama Saa kemudian adalah berusaha menciptakan lapangan kerja, menyediakan bantuan sosial 
dan menyediakan uang di Bank. Bank-bank diperintahkan untuk tetap buka hingga pukul 10 
malam. Sebelumnya ketiga hal inilah yang diduga menciptakan ketidakstabilan sosial di 
Argentina. Tetapi Saa tidak mengganti kebijakan pegging yang memang diwarisi dari rekan 
Peronisnya yaitu Carlos Menem. Saa justru menciptakan mata uang baru untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dan pasar akan uang.  
 Kebijakan mata uang baru yang disebut Argentinos ini justru menimbulkan 
kekhawatiran masyarakat dan kemudian kembali menimbulkan kerusuhan tanggal 29 Desember 
2001. Kejadian ini kemudian diikuti dengan mundurnya hampir seluruh anggota kabinet Saa. 
Akhirnya, Rodriguez Saa pun mundur dari jabatannya dan digantikan oleh ketua DPR Argentina 
yaitu Eduardo Camano yang menjabat sebagai Presiden Sementara.  
   Awal tahun 2002, Eduardo Duhalde terpilih sebagai Presiden Argentina. Ketika semua 
pihak menyadari bahwa sangat sulit untuk menyelamatkan Argentina, maka dukungan kepada 
Duhalde menjadi demikian besar.  Kongres Argentina sepakat untuk tidak menggantikan 
Duhalde apapun yang terjadi, hingga terlaksananya pemilu tahun 2003. Untuk itu Duhalde 
diberikan kewenangan sangat besar.  
  Duhalde sebenarnya juga dianggap bagian dari masalah oleh rakyat Argentina. Hal ini 
mengingat ia pernah menjabat Wakil Presiden pada masa pemerintahan Carlos Menem. Tetapi 
dengan situasi Argentina yang begitu buruk, kongres mendukung para polisi untuk menindak 
rakyat yang membuat kerusuhan (dengan penggunaan kekerasan). Langkah pertama Duhalde 
sendiri adalah mengangkat para Menteri yang berasal dari kalangan pengusaha. Tentunya 
dengan tujuan agar para Menteri ini bisa membantu perekonomian Argentina. Ia juga 
memutuskan untuk mengakhiri sistem pegging dan akan mendevaluasi peso. (Gatra, 12 Januari 
2002) Duhalde sendiri dalam menjalankan tugasnya bukanlah bebas dari tantangan. Menteri 
ekonomi Jorge Remes Lenicov mengundurkan diri bulan Mei 2002 setelah rencananya untuk 
memperbaiki ekonomi justru diprotes masyarakat. Dengan berbagai hambatan, Duhalde 
akhirnya bisa menghabiskan masa jabatannya hingga mengadakan pemilu bulan April 2003.  
  Pemilu yang kemudian mengantar Nestor Kirchner sebagai Presiden ini sendiri juga 
menghadapi masalah. Kirchner naik ke kursi kepresidenan lebih cepat dari seharusnya, 
menyusul pengunduran diri  Carlos Menem saingannya. Menem unggul pada putaran pertama 
tanggal 27 April 2003 dengan meraup 24 persen suara, sementara Kirchner hanya 22 persen 
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suara. (Tempo, 1 Juni 2003)   Menem yang mestinya harus bertarung lagi tanggal 18 Mei 2003 tiba-
tiba mundur teratur. Hal ini mungkin disebabkan adanya jajak pendapat sebelum pemilu 
putaran kedua tersebut. Jajak pendapat itu menghasilkan 30% suara mendukung Menem 
sedangkan Kirchner unggul dengan 70%. Kirchner sendiri sadar bahwa ia masih harus bekerja 
keras, memimpin Argentina ditengah kebangkrutan ekonomi dan minimnya dukungan politik.  
 Hal yang mungkin mempermudah  Kirchner adalah catatan politiknya yang cukup baik. 
Ia dipuji sebagai seorang administrator yang baik dan jauh dari korupsi. Wilayah yang 
ditanganinya selama menjadi gubernur juga sangat makmur. Sumber kemakmuran wilayah 
Kirchner yaitu Santa Cruz ada pada domba dan minyak. Santra Cruz bahkan memiliki populasi 
domba yang lebih banyak dari populasi manusianya.  
 
Kesimpulan: Demokrasi dan Tantangan ke Depan 
 Catatan krisis di Argentina menunjukkan betapa sulitnya suatu proses demokrasi.  
Kestabilan politik yang bisa didapat melalui pemerintah yang kuat dan otoriter justru bisa lebih 
membawa proses demokrasi. Sebaliknya dalam pemerintah sipil yang dibelit krisis ekonomi, 
proses demokrasi justru membawa ketidak stabilan politik. Kuatnya kelompok Peronis dalam 
parlemen dan lemahnya pemerintah terhadap masyarakat menghasilkan pemerintahan yang 
jatuh bangun. Hal ini justru memperlemah penanganan krisis ekonomi. Bila pemerintah tidak 
dijatuhkan (atau tidak mundur karena tekanan) tentu kebijakan ekonomi akan bisa berjalan lebih 
lama, dan mungkin membawa hasil yang lebih baik.  
 Elemen dasar dari demokrasi sendiri sebenarnya muncul disini. Ketika rakyat 
mempunyai hak untuk berkumpul dan berorganisasi, dan kebebasan untuk menyatakan 
pendapatnya, maka tidak ada alasan untuk menghalangi demonstrasi massa, yang sayangnya 
berujung pada huru hara. Demikian juga proses pemberian suara dalam parlemen, yang juga 
faktor penting dalam demokrasi. Hal ini menyebabkan pemerintah yang lemah dan justru tidak 
mampu mengatasi krisis. 
 Peran militer dalam politik di Argentina yang menurun setelah tahun 1983 juga 
membawa dampak yang buruk dalam mengatasi krisis. Pada masa krisis, kelompok militer 
biasanya bisa mengatasinya dengan lebih cepat. Inilah kemudian yang masih diperdebatkan 
hingga saat ini. Haruskan militer juga mempunyai kemampuan dalam mengatur negara? Bagi 
kalangan militer, hal ini harus dan sudah dibuktikan dengan berbagai pemerintah yang berjalan 
lancar dan cenderung menimbulkan kestabilan masyarakat. Bagi kalangan yang anti militer, 
catatan ‘perang kotor’ di Argentina membuktikan bahwa militer tidak mampu mengatur negara 
dengan baik. Kemampuan menciptakan stabilitas politik dan sosial justru diikuti dengan 
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berbagai penindasan politik dan pembunuhan. Suatu hal yang sangat dihindari oleh masyarakat 
sipil.  
 Mungkin sekali pada masa krisis, kepentingan militer di Argentina sudah tercukupi. 
Atau minimal hal itu mengalihkan perhatian para elit politik Argentina dari rencananya untuk 
mengadili para petinggi militer yang tersisa dan terus mengurangi kekuatan kelompok militer. 
Sebagian kelompok militer tentunya mentertawakan jatuh bangunnya pemerintah sipil karena 
krisis ekonomi dan karena aksi rakyat. Tetapi itulah yang harus dihadapi oleh suatu rezim 
demokrasi. Pada masa seperti ini, Argentina harus bersyukur karena militer tidak kembali 
mengambil alih pemerintahan, tetapi di lain sisi, selain tetap menjaga proses demokrasi, 
pemerintah juga harus tetap waspada dan tetap berusaha memenuhi tuntutan kelompok militer 
di Argentina.  
 Seperti halnya dalam menghadapi kelompok militer, untuk masa depan, Argentina 
sebaiknya juga menciptakan suatu sistem dimana pemerintah bisa menjalankan kebijakan dalam 
situasi yang lebih stabil. Demokrasi juga harus dipenuhi dengan aturan, yang justru menjaga 
proses demokrasi itu sendiri. Undang-undang tentang pergantian presiden, pengunduran diri 
presiden, tekanan kongres terhadap presiden dan tekanan dari (dan terhadap) massa, harus 
dibuat lebih baik. Demikian juga dengan hak presiden untuk menerapkan undang-undang 
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